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“ Success is the result of perfection, hard work, learning from failure, 
loyalty, and persistence.” 
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Devi Nurmala Sari, S351302006, 2017, Analisis Penerapan Sanksi  Pidana 
Penggelapan Titipan Uang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan 
Bangunan (BPHTB) Yang Dilakukan Oleh Notaris - PPAT, TESIS : 
Program Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas  Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum 
yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana 
penggelapan titipan uang pajak BPHTB dan apakah putusan hakim tersebut 
telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Notaris - PPAT menurut 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal). 
Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk dalam sifat penelitian 
deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual 
(conceptual approach). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu inventarisasi data sekunder yang 
berupa bahan-bahan hukum. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan 
teknik analisis logika deduksi. 
Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, 
maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai 
pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana kurang tepat. Putusan 
yang dijatuhkan hakim tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan 
Notaris - PPAT tersebut. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris - PPAT 
dilakukan tanpa melihat lebih dalam lagi apa yang menjadi tugas jabatan dan 
kewenangannya. Dari kronologis kejadian menerangkan bahwa Notaris - PPAT 
dengan sengaja menggunakan jabatannya untuk merangkai kebohongan 
sehingga membuat klien merasa percaya untuk menitipkan uang pembayaran 
pajak pembelian (BPHTB) kepada Notaris - PPAT tersebut, sehingga putusan 
hakim seharusnya lebih condong kepada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, 
bukan pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Pembayaran pajak BPHTB 
merupakan kewajiban dari wajib pajak, namun pembayaran tersebut bisa 
dilakukan oleh Notaris - PPAT jika para pihak menitipkan pembayaran pajak 
BPHTB tersebut dengan meminta bantuan kepada Notaris/PPAT untuk 
membayarkannya. Jabatan Notaris - PPAT dalam mengurus kliennya 
digolongkan sebagai jabatan kepercayaan. Akan tetapi kepercayaan yang 
diberikan klien kepada Notaris - PPAT justru disalahgunakan dengan cara 
mengeluarkan bukti kuitansi penerimaan pembayaran setoran BPHTB dengan 
menggunakan stempel/cap  jabatannya sebagai PPAT.  
. 
Kata Kunci : Penerapan, Sanksi Pidana, Penggelapan Titipan Pajak, 







Devi Nurmala Sari, S351302006, 2017, Analysis of Application of Criminal 
Sanction evasion Safekeeping Money Taxes of Tax on Acquisition of Land 
and Building (BPHTB) Conducted By The Notary - PPAT, THESIS: 
Master of Notary Program, Sebelas Maret University Surakarta. 
This study aims to determine the basic legal reasoning used by the judge 
in imposing punishment on criminal acts of tax evasion BPHTB deposit money 
and whether the judge's decision was in accordance with the actions undertaken 
by the Notary - PPAT under the provisions of applicable laws. 
This study is a normative legal research (doctrinal). Judging from its 
nature, this research included in the descriptive nature of the research. This 
research was conducted using a conceptual approach (conceptual approach). 
Collection techniques used are secondary data inventory in the form of legal 
materials. Analysis technique used is the deductive logic analysis techniques. 
Based on the description of the results of research and discussion 
obtained, it can be concluded that the legal basis used as consideration of the 
judge in giving less precise criminal decisions. Decision handed judge not 
according to the deeds done Notary - the PPAT. The imposition of criminal 
sanctions against Notaries - PPAT done without a good look at what the duties 
of office and authority. From the chronology of events explaining that Notaries - 
PPAT deliberately used his position to assemble a lie that makes clients feel 
confident to entrust taxpayers' money purchase (BPHTB) to the Notary - PPAT, 
so that the judge's ruling should be more inclined to Article 378 of the Criminal 
Code on fraud and not Article 372 Criminal Code of embezzlement. BPHTB tax 
payment is the obligation of the taxpayer, but the payment can be done by a 
Notary - PPAT if the parties leave the BPHTB tax payments by asking for help 
to the Notary / PPAT to pay it. Notary - PPAT in the care of his clients are 
classified as positions of trust. But the confidence provided by the client to the 
Notary - PPAT actually misused by issuing receipts for proof of receipt of the 
deposit payment BPHTB using the stamp / seal his position as PPAT. 
 
Keywords : Application, Criminal Sanction, Darkening Of Tax Entrusted 
Payment, Notary - PPAT 
 
 
